SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang kompeten dan profesional perlu
dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara bidang Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

b. bahwa peningkatan kapasitas Pegawai Aparatur Sipil

Negara melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan

secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan
berkesinambungan;
c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan  Transmigrasi tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor
7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendiidkan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5598);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 19);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional,
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis



Menetapkan

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1110);

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I
dan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1111);

17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1222);

18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1223);

19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
25 Tahun 2015 tentang Pedoman Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggaraan adalah keseluruhan kegiatan yang
berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat
adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dalam
rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN agar
mampu bekerja di bidang Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Rancang Bangun Program Diklat adalah proses kegiatan
yang dimaksudkan untuk menyusun atau merancang
bangun secara garis besar hal-hal yang akan dikerjakan
meliputi Kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran
Mata Diklat yang berkaitan dengan proses pembelajaran
agar dapat mengembangkan kompetensi kerjanya
sehingga berprestasi dalam jabatannya.

Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai
pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang harus didapatkan peserta diklat agar dapat
melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat yang
selanjutnya disingkat RBPMD adalah garis-garis besar
yang akan diajarkan dalam satu mata diklat;

Peserta Diklat adalah pegawai yang memenuhi syarat
dalam seleksi dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat
fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas,
tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar,
dan/atau melatih Pegawai ASN pada Lembaga Diklat
Pemerintah.

Narasumber adalah pejabat Negara, Praktisi dan Pegawai
ASN/TNI/POLRI yang menduduki jabatan Administrator
keatas/Setara dan memiliki Keahlian/Kepakaran pada
bidang tertentu yang memberikan materi dalam proses
Diklat.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya disingkat
BALILATFO adalah satuan organisasi JPT Madya yang
menyelengarakan urusan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian.



16.

(1)

(2)

(1)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Pegawai ASN
adalah satuan organisasi JPT Pratama pelaksanaan tugas
Kementerian di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai
ASN bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BALILATFO.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman  penyelenggaraan  diklat bidang  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang
dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, provinsi maupun
kabupaten/kota dalam rangka  pembinaan dan
pengembangan kompetensi aparatur bidang Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan acuan
dalam rangka penyelenggaraan diklat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar
terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
penyelenggaraan diklat Bidang Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3
Penyelenggaraan diklat bidang Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan bagian
integral dari pembinaan karier Pegawai ASN dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
menangani urusan Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.



(2)

(3)

(1)

Penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. perencanaan diklat;

b. tenaga kediklatan;

c. pelaksanaan; dan

d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, workshop
atau kegiatan lain sejenis berkoordinasi dan mendapat
persetujuan dari Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan, dan Informasi.

BAB IV
PERENCANAAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Lingkup Perencanaan

Pasal 4

Lingkup perencanaan diklat bidang Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi meliputi proses penetapan
jenis dan jenjang diklat, tujuan, sasaran, kegiatan,
sarana dan prasarana, bahan diklat serta perangkat
yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk
memberikan pedoman dan arah guna menjamin
tercapainya tujuan diklat secara efektif, efisien, dan
akuntabel;

Lingkup perencanaan diklat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Pusdiklat Pegawai ASN
berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat dan
rencana pengembangan karir pegawai dalam bentuk

rencana diklat tahunan dan lima tahunan.



Bagian Kedua

Analisis Kebutuhan Diklat

Pasal 5

Analisis  kebutuhan  diklat dilaksanakan untuk
mengetahui kebutuhan diklat bagi satuan kerja, jabatan
dan kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam
jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Pegawai ASN
yang bersangkutan.

Analisis kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia
dan Umum bersama Pusdiklat Pegawai ASN dengan
melibatkan satuan kerja terkait.

Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dibentuk
Tim yang terdiri dari unsur Biro Sumber Daya Manusia
dan Umum, Pusdiklat Pegawai dan satuan organisasi
terkait dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Program Diklat

Pasal 6

Program diklat mencakup penentuan, persyaratan dan
penetapan peserta, penetapan materi pembelajaran,
penyiapan widyaiswara dan pengajar, sarana dan
prasarana, pembiayaan, serta evaluasi dan pelaporan
dengan mengacu pada jenis dan jenjang diklat.

Program Diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh Pusdiklat Pegawai ASN sesuai usulan
dan kebutuhan pemangku kepentingan baik pusat

maupun daerah.

Pasal 7

Program diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

meliputi:
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a. jenis dan jenjang diklat; dan

b. kurikulum diklat.

(3)

(1)

Pasal 8
Jenis dan jenjang diklat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 meliputi:
a. diklat prajabatan;
b. diklat dalam jabatan; dan
c. diklat pembekalan purna tugas.
Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. Diklat Prajaban Golongan I untuk menjadi Pegawai
Negeri Sipil Golongan I;
b. Diklat Prajaban Golongan II untuk menjadi Pegawai
Negeri Sipil Golongan II; dan
c. Diklat Prajaban Golongan III untuk menjadi Pegawai

Negeri Sipil Golongan III.

Pasal 9

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan
dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan,
kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan
dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar
mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai
pelayan masyarakat.

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh BALILATFO setelah berkoordinasi

dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 10

Diklat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf b terdiri atas:



a.
b.

C.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)
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diklat kepemimpinan;
diklat fungsional; dan

diklat teknis.

Pasal 11

Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk mencapai

persyaratan  kompetansi kepemimpinan = aparatur

pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan
struktural.

Diklat Kepemimpinan terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat
Kepemimpinan untuk Jabatan Pengawas;

b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat
Kepemimpinan untuk Jabatan Administrator;

c. Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat
Kepemimpinan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama; dan

d. Diklat Kepemimpinan Tingkat [ adalah Diklat
Kepemimpinan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya.

Pasal 12
Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional masing-masing.
Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi
Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
a. diklat fungsional keahlian; dan
b. diklat fungsional keterampilan.
Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang
berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas

jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.



(9)

(6)

(1)
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Diklat Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang
berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas
jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
Diklat  Fungsional Keahlian dan  Keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan
kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang
fungsional yang telah ditetapkan.

Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaiman dimaksud
pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian
dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam

rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Jenis Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 terdiri atas:

a. diklat dasar jabatan fungsional; dan

b. diklat fungsional berjenjang.

Diklat dasar jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperuntukan bagi PNS dalam

pengangkatan baru atau PNS yang baru diangkat dalam
jabatan fungsional, dan bagi PNS perpindahan jabatan.

Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diperuntukan bagi pejabat

fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.

Jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Diklat Fungsional Keahlian, terdiri atas Tingkat
Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya dan Tingkat
Utama; dan

b. Diklat Fungsional Keterampilan, terdiri atas Tingkat
Pemula, Tingkat Terampil, Tingkat Mahir dan Tingkat

Penyelia.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

- 13 -

Pasal 14
Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c¢ dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Pegawai Negeri Sipil.
Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan secara berjenjang.
Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. diklat teknis substantif; dan
b. diklat teknis umum/administrasi dan manajemen.
Diklat Teknis Substanstif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan
kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan
pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan.
Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a diselenggarakan secara berjenjang
dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam
jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun
jabatan fungsional.
Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen
sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang
administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas
poko unit yang bersangkutan.
Jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:
a. diklat teknis tingkat dasar;
b. diklat teknis tingkat lanjutan; dan
c. diklat teknis tingkat tinggi.

Pasal 15

Diklat Pembekalan Purna Tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pensiun.



(3)

(4)

(7)

(2)
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Bagian Keempat

Kurikulum Diklat

Pasal 16
Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi
jabatan.
Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat
dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan,
penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta
unsur ahli lainnya.
Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi
Pembina Jabatan Fungsional.
Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh Instansi teknis
yang bersangkutan berkoordinasi dengan BALILATFO.
Kurikulum Diklat bidang teknis dan fungsional yang
instansi pembinanya Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala BALILATFO
Kurikulum Diklat yang diselenggarakan melalui kerja
sama ditetapkan bersama oleh BALILATFO bekerjasama

dengan instansi terkait sesuai dengan materinya.

Bagian Kelima

Kepesertaan

Pasal 17

Pegawai ASN yang menangani urusan Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik
di pusat maupun daerah berhak mengikuti diklat sesuai
kebutuhan organisasi, jabatan dan individu;

Calon Peserta Diklat diusulkan oleh satuan kerja
pengguna dan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk
oleh Sekretaris Jenderal yang beranggotakan unsur Biro
SDM dan Umum, Pusdiklat Pegawai ASN dan Sekretaris

pada satuan organisasi terkait;



(3)

(1)

(2)

a.
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Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala

BALILATFO.

Pasal 18

Persyaratan Umum calon peserta diklat:

diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,
pimpinan satuan organisasi atau pejabat lain yang
ditunjuk;

mempunyai dasar pendidikan dan/atau memangku
jabatan yang sesuai dengan kriteria diklat yang akan
diikuti;

tidak dalam keadaan sedang diproses dan/atau
menjalani hukuman disiplin PNS;

tidak dalam menjalani pemberhentian sementara
sebagai PNS;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter; dan

penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu)

tahun terakhir dengan nilai baik.

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Diklat Prajabatan, Diklat
Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis
wajib memenuhi persyaratan khusus masing-masing
sebagai berikut:

a. Diklat Prajabatan:

1). calon peserta adalah CPNS yang telah ditetapkan
sebagai PNS;

2). memenuhi persyaratan lain sesuai dengan
kebutuhan; dan

3). persyaratan lain yang ditetapkan Kepala Badan.

Diklat Kepemimpinan Tingkat I paling rendah

menduduki jabatan struktural eselon II;

c.Diklat Kepemimpinan Tingkat II terdiri atas:

1). telah atau akan menduduki jabatan struktural

eselon II; dan
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pangkat/golongan paling rendah Pembina |/
Golongan IV.

d. Diklat Kepemimpinan Tingkat III terdiri atas:

1).

2).

telah atau akan menduduki jabatan struktural
eselon III; dan
pangkat / golongan paling rendah Penata /
Golongan III c.

e.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV terdiri atas:

1).

2).

telah atau akan menduduki jabatan struktural
eselon IV; dan
pangkat / golongan paling rendah Penata /

Golongan III a.

f. Diklat Fungsional:

1).

2).

peserta adalah PNS yang akan atau telah
menduduki Jabatan Fungsional; dan
memenuhi persyaratan lain sesuai dengan

ketentuan

g.Diklat Teknis:

1).

2).

3).

4).

telah atau dipersiapkan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya;

belum pernah mengikuti diklat teknis yang
dimaksud;

pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda
Tingkat I/Golongan II/b; dan

pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas.

Pasal 19

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (2) dapat ditambahkan persyaratan lain yang masing-

masing ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BALILATFO.
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BAB V
TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 20
Tenaga Kediklatan terdiri dari:
a. pengelola lembaga diklat;
b. panitia penyelenggara; dan
c. tenaga pengajar diklat.
Pengelola Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah pejabat yang diberi kewenangan
menangani diklat.
Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala
BALILATFO.
Tenaga Pengajar Diklat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari Widyaiswara dan

Narasumber.

Pasal 21

Pengelola lembaga diklat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah mengikuti Management of Training (MOT); atau

b. telah mengikuti Training Officer Course (TOC);

c. pejabat  struktural yang diberi kewenangan
menangani diklat oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

Pasal 20 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Diutamakan telah mengikuti Diklat Training Officer

Cource (TOC);
b. Pegawai ASN yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Kepala BALILATFO.
Tenaga Pengajar Diklat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf c¢ sekurang-kurangnya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. telah mengikuti Training of Trainers (TOT) yang
berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan
diajarkan;

b. menguasai materi diklat yang akan diajarkan; dan

c. menguasai metode diklat.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

Sarana dan Prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan
jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat.
Sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disediakan oleh Badan dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana sendiri maupun
lembaga Diklat/Pelatihan lain dengan memperhatikan
kesesuaian standar persyaratan setiap  jenis
Diklat/pelatihan dan peserta.
Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. meja dan kursi belajar;

b. papan tulis;

flipchart;

c
d. sound system;

e. tv dan video;

f. kaset/compact disk;
g. perekam;

h.

computer atau laptop;

—e

lcd proyektor;

j- Jaringan wireless fidelity (wi-fi);

k. buku referensi;

l. modul/bahan ajar; dan

m. teknologi multi media.
Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
dari:

a. aula;

b. ruang kelas;
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c. ruang diskusi/seminar;

d. ruang sekretariat;

e. ruang kebugaran;

f. ruang komputer;

g. asrama;

h. wisma/asrama tenaga kediklatan;

—e

perpustakaan;

ruang makan;

—.

k. fasilitas olahraga;
1. fasilitas hiburan;
m. unit kesehatan/poliklinik; dan

n. tempat ibadah.

BAB VII
PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 23
Diklat dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dengan tahapan:
a. persiapan;
b. proses pembelajaran; dan
c. evaluasi pembelajaran.
Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan di dalam kelas (On Campus), di luar
kelas dan/atau di tempat kerja (Off Campus).
Program  diklat disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas di bidang pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Satuan organisasi lainnya dapat memprogramkan jenis
diklat teknis tertentu dan pelaksanaannya harus
dikoordinasikan dengan Balilatfo c.q. Pusdiklat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.
Pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan,

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional mengacu pada
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peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
SERTIFIKASI

Pasal 24
Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) diberikan kepada peserta yang telah mengikuti
dan memenuhi persyaratan diklat serta dinyatakan
kompeten.
Sertifikasi penyelenggaraan Diklat Aparatur diterbitkan
oleh Lembaga Administrasi Negara atau Badan sesuai
dengan kewenangannya.
Pelaksanaan penerbitan sertifikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
BALILATFO.
Bagi pesertra yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat
keterangan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (4) ditentukan dalam pedoman pelaksanaan diklat.

BAB IX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan
pengukuran, pemantauan, dan penilaian terhadap unsur-
unsur penentu keberhasilan diklat untuk memperoleh
data dan informasi hasil kegiatan Diklat.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau
Pejabat yang ditunjuk.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan terhadap peserta, kinerja
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pelatih, panitia penyelenggara, kurikulum serta prasarana
dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Diklat dibuat dan

disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Diklat dapat bersumber dari:

(1)

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Diklat, Balilatfo c.q. Pusdiklat
dapat melakukan kerjasama dengan:

a. kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi,

kabupaten /kota,;

b. perguruan tinggi;

c. swasta/dunia usaha;

d. lembaga swadaya masyarakat;

e. perorangan; dan

f. pemerintah maupun lembaga swasta di luar negeri.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa kerja sama teknis, sumber daya kediklatan, dan

sumber daya lainnya.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017
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